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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 7  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan 
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) 
untuk memperoleh persetujuan Bersama; 

b. bahwa Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan 
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan 
kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan 
plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara 
Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 
2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun 
Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2024. 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 
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3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

7. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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1 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6926); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  
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19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 0 1 8  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012  
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 754); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5  Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799) ; 
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29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 . 1 . 15 .5-3406 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03); 

3 1.  Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar 
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Nomor 55); 

32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar 
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR 

dan 

BUPATI ACEH BESAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 
2024. 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Aceh Besar. 
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3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang 
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK 
adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh 
Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut 
APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Qanun. 

Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. l.869.401.057.479,00 
bertambah/berkurang sejumlah Rp 56.383.460.139,00 sehingga menjadi Rp. 
l.925.784 .517.618,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1 Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp.l.859.901.057.479,00 
b. Bertambah/ (berkurang) (Rp. 10 .211 .242.875 ,08 )  
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.849 .689.814.603 ,92 

2 Belanja Daerah 
a. Semula Rp. l.869.401.057.479 ,00 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 56 .383.460 .139 ,00 
Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

3 Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp. 10 .000.000.000 ,00 
2) Bertambah/(berkurang) RD. 66.594.703.014, 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula Rp. 500.000 .000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.00O,0O 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Pasal 3 

Rp. 76.594.703.014,08 

Rp. l.925.784.517.618 ,00 
(Rp. 66 .594.703.014,08 )  

Rp. 0 ,00 
Rp. 76.094.703.014,08 
Rp. 0 ,00 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ,  bersumber dari :  
a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula Rp. 181.800.527 .574,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 6 .023 .158 .609,08 )  
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 175.777.368 .964,92 

b. Pendapatan Transfer 
1) Semula Rp.l.650 .249.838.198,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 4.188.084 .266,00) 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.646 .061.753 .932,00 
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp 27.850.691.707,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 
perubahan Rp. 27.850.691.707,00 

Pasal4 

( 1 )  Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :  
a. Pajak daerah 

1) Semula Rp. 107.593.557.281,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 2.815.158.609,08)  
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.104. 778.398.671,92 

b. Retribusi daerah 
1) Semula Rp. 25.038.508.293,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.820.000.000,00 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. 8.080.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 2.219.326.804,00) 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1) Semula Rp. 41.088.462.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 3.808.673.196,00) 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
setelah peru bahan 

Rp. 27 .858.508.293,00 

Rp. 5 .860.673.196,00 

Rp. 37.279.788.804,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri 
bersumber dari: 

- a. Transfer pemerintah pusat 
1) Semula Rp. 1.601.910.784.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 48.793.618.870,00) 

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp .1.553 . 1 17 . 165 . 130 ,00  

b. Tranfer antar daerah 
1) Semula Rp. 48.339.054.198,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44.605.534.604,00 

Jumlah tranfer antar daerah setelah Perubahan Rp. 92.944.588.802,00 

0,00 Rp. 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
c, bersumber dari : 
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,OO 
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan 

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
1) Semula Rp. 27.850.691.707,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 27.850.691.707 ,00 
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1) Semula Rp. l.163.039.932.545,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.001.019.489,00 
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp. 1. 197.040.952.034,00 

b. Belanja modal 
1)  Semula Rp. 148.815.343.774,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20 .813 . 157 . 104 ,00  

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 169.628.500.878,00 

c. Belanja tidak terduga 
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 1 .200.000.000,00) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 3.800.000.000,00 

d. Belanja transfer 
1) Semula Rp. 552.545. 781.160,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.769.283.546,00 
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp. 555.315.064.706,00 

Pasal 6 

( 1 )  Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 
a. Belanja pegawai 

1 )  Semula Rp. 633.145.477.287,00 
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 39.425.840.285,00) 
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 593.719.637.002,00 

b. Belanja barang dan jasa 
1) Semula Rp. 403.406.557.545,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 63.503.665.887,00 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 466.910.223.432,00 

c. Belanja bunga 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,OO 

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan 

d. Belanja subsidi 
1)  Semula Rp. 574.500.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,0O 

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

0,00 

574.500.000,00 

e. Belanja hibah 
1)  Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 104.344.133.713,00 
Rp. 10.032.591.407,00 

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 1 14 .376 .725 . 120 ,00 
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f. Belanja bantuan sosial 
1)  Semula Rp. 21.569.264.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 109.397.520,00) 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 21.459.866.480,00 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah 

1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) p. 0,OO 

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan 0,00 Rp. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
1) Semula Rp. 29.649.568.939,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.744.636.895,00 
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah 
Perubahan Rp. 45.394.205.834,00 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 
1) Semula Rp. 57 .011.566.007,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2 .755.324.513,00 
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah 
Perubahan Rp. 59.766.890.520,00 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 
1)  Semula Rp. 54.543.272.828,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.513.245.696,00 
Jumlah jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp. 56.056.518.524,00 

e. Belanja modal aset tetap lainnya 
1) Semula Rp. 7.610.936.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 799.950.000,00 
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah 
Perubahan Rp. 8.410.886.000 ,00 

f. Belanja modal aset tidak berwujud 
1 )  Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) p. 0,OO 
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah 
Perubahan Rp. 0,00 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas yaitu: 
a. Semula Rp 5.000.000.000 ,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.200.000.000 ,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 3.800.000.000 ,00 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil 

1)  Semula Rp 15.817.057.386,00 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 50.000.000 ,00 ) 
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 15.767.057 .386,00 

b. Belanja bantuan keuangan 
1) Semula Rp. 536.728.723.774,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2 .819.283.546 ,00 
Jumlah ban tuan keuangan setelah perubahan Rp. 539.548.007.320,00 
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Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan 

1 )  Semula Rp. 10.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 66.594.703.014,08 
Jumlah penerimaaan pembiayaan setelah perubahan Rp.76.594.703.014,08 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp 500.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,00 

Pasal 8 

( 1 )  Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :  
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 66.594.703.014,08 
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya setelah perubahan Rp.76.594.703.014,08 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 
1 )  Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) RD. 0,00 
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
- undangan 
1) Semula Rp 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 
perubahan Rp. 0,00 
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(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
atas:  
a. Pembentukan dana cadangan 

1) Semula Rp 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) p. O,OO 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah 
perubahan 

b. Penyertaan modal daerah 
1)  Semula Rp. 500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,0O 
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
1) Semula Rp 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh 
tempo setelah perubahan 

d. Pemberian pinjaman daerah 
1) Semula Rp 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,OO 
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah 
perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

dalam Pasal 7 huruf b, terdiri 

Rp. 500.000.000,00 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 
1)  Semula Rp 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 
perubahan Rp. 0,00 

Pasal9 

( 1 )  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 
dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2024. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 
kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 
dan/ atau masyarakat. 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun 
ini terdiri dari: 

1 .  Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 
Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pem biayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan 
APBK; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan 
Perubahan APBK; 

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

10 .  Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
ditetapkan dengan Qanun; dan 

1 1 .  Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 1 1  

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBK. 
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Pasal 12 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar. 

\ 

Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal 5 N&mBb 2 0 2 4 M  

3  4um wl 1446 H 

SEKRETARIS DAERAH ) 
ABUPATEN ACEH BESAR,] 

Ditetapkan di Kota Jantho 
pada tangga! $ 489/7'$4 2024 M 

3 d»» I2 al 1446 H 

b,j. BUPATI ACEH BESAR, � 
Kau l  �UHAMMAD 1swAlo <......, 

1r-- 

SULAIMI 
LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 2 

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI A C E H : ( 2  /102/2024) 


